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ABSTRAK   
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa 
(PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat di Kabupaten Wonogiri tahun 2017. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan seluruh Desa yang ada di Kabupaten Wonogiri. 
Penelitian ini menggunakan sampel metode purposive sampling dengan kriteria-
kriteria tertentu. Pengujian penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda dengan uji koefisien determinasi, uji f, dan uji t. Hasil pada penelitian 
ini menunjukan bahwakoefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0.032. hal ini 
berarti bahwa 3,2% variasi variabel alokasi belanja desa bidang pemberdayaan 
masyarakat dapat dijelaskan oleh PADesa, DD, ADD, dan BHPR, sedangkan 
sisanya 96.8% dijelaskan faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. Hasil uji 
secara simultan menunjukan bahwa PADesa, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh 
secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsila PADesa, ADD, dan BHPR 
tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negative signifikan terhadap Alokasi 
Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.  
Kata Kunci: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana 
Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR), dan Alokasi 




This research aims to examine the infuence of the village income 
(PADesa), Village Fund (DD), Village Fund Allocation (ADD), and Revenue 
Sharing and Retribution (BHPR) on Village Expenditure Allocation of Community 
Empowerment in Wonogiri Regency 2017. The research uses Population from all 
village in Wonogiri district. This research uses purposive sampling method with 
certain criteria. The hypothesis was by using multiple linear regression analysis 
with test coefficient of determination, f -test, and t- test. The results in this study 
showed that the coefficient of determination obtained value of 0.032. it means that 
the 3.2% variation in village expenditure allocation variables in the field of 
community empowerment can be explained by PADesa, DD, ADD, and BHPR, 
while the remaining 96.8% described other factors outside the model under study. 
The simultaneous test results show that PADesa, DD, ADD, and BHPR  
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significanlly  effect on the Village Expenditure Allocation for Community 
Empowerment. However, in  parsila research shows that PADesa, ADD, and 
BHPR is not significally influence to Village Expenditure Allocation of 
Community Empowermen, only DD signifaclly influence to Village Expenditure 
Allocation of Community. 
 
Keywords: Village Original Income (PADesa), Village Fund (DD), Village Fund 
Allocation (ADD), Profit Sharing Tax (BHPR), and Village Expenditure 
Allocation for Community Empowerment. 
 
1. PENDAHULUAN  
Indonesia merupakan Negara berkembang, Indonesia senantiasa dalam 
melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan 
masyarakat. Sesuai dengan amanat pembangunan nasional bahwa masyarakat 
adil dan makmur  berdasarkan Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan 
perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,  Desa di akui 
secara yuridis. Berdasarkan ketentuan ini desa dapat diartikan sebagai kesatuan 
masyakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dalam 
mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat yang di hormati oleh Pemerintah Negara Republik 
Indonesia..Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang 
Pembangunan Nasional.pembangunan sebagai tuntutan partisipasi yang telah 
mengubah paradigma yang bersangkutan dengan posisi masyarakat dalam 
proses pembangunan. Masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga ikut 
berhak dalam perencanaan, pelaksanaa, pengawasan hingga pertanggung 
jawabannya..Dari model semacam ini sangat menekankan bahwa 
pemberdayaan dan inisiatif rakyat itu sangat penting sebagai sumber daya 
pembangunan. 
Konsep pemberdayaan masyarakat mempunyai arti yaitu pembangunan 
masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada 
masyarakat (community-based development).Pembangunan bertumpu pada 
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masyarakat (community-based development) dapat diartikan pembangunan 
yang dilakukan atau digerakkan masayarakat itu sendiri.Menurut Widjaja 
(2003:169) pemberdayaan masayarakat ialah upaya dalam meningkatkan 
kemapuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga dapat mewujudkan 
jati diri harkat dan martabat untuk bertahan dan mengembangkan diri baik 
dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.Memperdayakan masayarakat 
dapat diartikan upaya dalam upaya meningkatkan harakat dan martabat 
masyarakat Indonesia yang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan 
kelatarbelakangan (Wrihatnolo dan Nugroho, 2007:74). 
Pelaksanaan otonomi desa menuntut adanya konsekuensi logis dan 
kewenangan untuk tercapainya dana yang cukup. Pembiayaan atau keuangan 
merupakan factor yang esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi 
desa, sama halnya dengan otonomi daerah (Riska Yuliani, 2012).  untuk 
mengatur suatu desa  itu sendiri maka membutuhkan dana atau biaya yang 
dapat memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan desa itu sendiri.  
Berdasarkan UU tentang Desa menjelasakan bahwa desa memiliki peran 
yang sangat penting dalam membangun cita-cita kemerdekaan berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Dalam penelitian ini peneliti 
ingin meneliti tentang desa khusunya tentang anggaran desa (APBDesa) yang  
mana belum pernah di teliti pada  penelitian sebelumnya hanya dilakukan 
dalam daerah kabupaten/kota. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti 
tentang penganggaran desa yang dikarenakan dan ingin mengetahui hal penting 
keuangan yang ada di desa terhadap belanja desa bidang pemberdayaan 
masyarakat di kabupaten Wonogiri. 
Sehubung yang di paparkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik 
untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa 
(Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), Dan Bagi Hasil Pajak 
Retribusi (Bhpr)  Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan 





2. METODE PENELITIAN  
2.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel  
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Desa-desa di Kabupaten Wonogiri 
jumlah Desa 251 desa dari 25 kecamatan dan 43 kelurahan 
(http://jateng.bps.go.id/).  Sampel pada penelitian ini menggunakan purposive 
sampling dengan kriteria sebagai berikut : (1) Desa-desa yang terletak 
dikabupaten wonogiri, (2) Desa-desa yang telah mengumpulkan Laporan 
Anggaran Pendapatan Belanja Desa sampai bulan Juli 2017 dan (3) Dana 
Belanja Desa yang digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat.  
2.2 Data dan  Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder.Menurut 
Saakaran (2000) Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung 
dari Responden.Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
diperoleh langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 
Wonogiri.metode pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi. 
2.3 Definisi dan Oprasional Variabel  
2.3.1 Variabel Dependen  
2.3.1.1 Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Menurut Permendes No. 21 Tahun 2015 yang telah disahkan pada 
akhir 2015 tentang prioritas DD tahun 2016.Secara umum prioritas 
penggunaan DD ditunjukan dua bidang yaitu bidang pembangunan 
desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan 
masyarakat sendiri Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
ialah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, 
perilaku, kemapuan, kesadara, serta memanfaatkan sumber daya 
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 
kebutuhan masyarakat desa. Dalam penelitian ini Alokasi Belanja 
Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat diketahui dari Laporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. 
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2.3.2 Variabel Independen  
2.3.2.1 Pendapatan Asli Desa (PADesa) 
Berdasrkan Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014, PADesa adalah 
berupa hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan 
partisipasi masyarakat dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang 
sah.Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Desa diketahui dari Laporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. 
2.3.2.2 Dana Desa (DD) 
Berdasakan Permendegri No. 113 Tahun 2014, Dana Desa merupakan 
sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja Negara di 
transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 
kabuapten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan 
pemerintahaan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan 
masyarakat.Dalam penelitian ini Dana Desa diketahui dari Laporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. 
2.3.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD) 
Berdasarkan Permendegri No. 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa 
(ADD) yaitu dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa 
sumber ADD ini ialah dana perimbangan pusat dan daerah yang 
diterima kabupaten/kota untuk desa. Dalam penelitian ini Alokasi 
Dana Desa diketahui dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun 2017. 
2.3.2.4 Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  pasal 97 
menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan 
bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepala 
Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan 
retribusi daerah kabupaten/kota.Dalam penelitian ini Bagi Hasil Pajak 
dan Retribusi diketahui dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 




2.4 Metode Analisis Data 
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan 
Asli  Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi 
Hasil Pajak Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat. Analisis Linier Bergandadapat  dilakukan dengan uji koefisien 
determinasi, uji t, dan uji F. Model regresindalam penelitian ini yaitu : 
PM = a + b1PADesa + b2 DD +b3 ADD + b4 BHPR +ɛ 
Keterangan  
PM  = Belanja Desa bidang pemberdayaan masyarakat  
PADesa  = Pendapatan Asli Desa 
DD  = Dana Desa 
ADD  = Alokasi Dana Desa 
BHPR  = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi  
a   = Konstanta Regresi 
b1, b2, b3, b4 = Koefisien Regresi 
ε   = error 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Uji Asumsi Klasik 
3.1.1 Uji Normalitas  
Menurut Ghozali (2011) tujuan Uji Normalitas yaitu untuk menguji 
apakah dalam model regresi, variabel bebas dengan variabel terkait 
mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji 
normalitas menggunakan uji CLT (Central Limit Theorm) yang artinya 
menganggap semua sampel yang > 30 dianggap normal. Jadi dalam 
model CLT para ahli statistik mengagap sampel yang jumlahnyanya 
lebih dari 30 atau sama 30 diasumsikan cukup mendekati distribusi 





3.1.2 Uji Multikolinieritas 
Uji multikolonieritas dilihat dari nilai Tolerance Value dan VIF dari 
setiap variabel.jika nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance value lebih 
beasar 0.10 , maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala 
multikolinieritas.(Ghozali (2011 : 105-106)). 
3.1.3 Uji Heteroskedastisitas 
Penelitian ini menggunakan Uji Glejser.Dasar yang digunakan untuk 
mengambil keputusan uji hetroskedastisitas yaitu  Jika signifikansi > 
0,05 maka data tidak terjadi heteroskedatisitas dan  Jika signifikansi < 
0,05 maka data terjadi heteroskedatisitas,  (Ghozali, 2011).  
3.2 Uji Hipotesis  
3.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Dalam penelitian ini nilai R
2
 dari analisis regresi linier berganda 
diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R
2
 yaitu sebesar 
0.032. Hal ini yang artinya bahwa 3,2% variasi variabel alokasi belanja 
desa bidang pemberdayaan masyarakat dapat dijlaskan oleh PADesa, 
DD, ADD, dan BHPR, sedangkan sisanya 96.8% dijelaskan faktor-
faktor lain diluar model yang diteliti.  
3.2.2 Uji F 
Dalam penelitian ini uji F diketahui bahwa nilai Fhitung 2.633 lebih besar 
dari pada Ftabel sebesar 2.418202 dan nilai signifikansi = 0.036 < α = 
0.05.  sehingga dapat diartikan bahwa variabel PADesa, DD, ADD, dan 
BHPR secara berpengaruh secara simultan terhadap Alokasi Belanja 
Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.  
3.2.3  Uji t 
Hasil Uji t dari penelitian ini adalah PADesa memiliki nilai 
signifikan lebih besar dari nilai level of signigicant yaitu sebesar 0.342 
> 0.05 dan nilai Thitung sebesar -0.952 lebih kecil dari pada Ttabel  
sebesar1.972267.  Hal ini yang artinya bahwa secara persial PADesa 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat.Variabel DD memiliki nilai signifikan 
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lebih kecil  dari nilai level of signigicant yaitu sebesar 0.002 > 0.05 
dan dengan uji t pengujian dua sisi (two tails) di hasilkan nilai  Thitung 
sebesar -3.125 lebih kecil dari pada Ttabel  sebesar 1.972267.  Hal ini 
yang artinya bahwa secara persial DD mempunyai pengaruh 
signifikan negative terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat.Variabel ADD memiliki nilai signifikan 
lebih besar dari nilai level of signigicant yaitu sebesar 0.605 > 0.05 
dan nilai Thitung sebesar 0.518 lebih kecil dari pada Ttabel  
sebesar1.972267.  Hal ini yang artinya bahwa secara persial ADD 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat.Variabel BHPR memiliki nilai signifikan 
lebih besar dari nilai level of signigicant yaitu sebesar 0.526 > 0.05 
dan nilai Thitung sebesar 0.635 lebih kecil dari pada Ttabel  
sebesar1.972267.  Hal ini yang artinya bahwa secara persial BHPR 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat. 
3.3 Pembahasan  Hasil Analisis 
3.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Alokasi Belanja Desa 
Bidan Pemberdayaan Masyarakat.  
PADesa memiliki nilai signifikan lebih besar dari nilai level of 
signigicant yaitu sebesar 0.342 > 0.05 dan nilai Thitung sebesar -0.952 
lebih kecil dari pada Ttabel  sebesar1.972267.  Hal ini yang artinya bahwa 
secara persial PADesa tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi 
Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Berdasarkan Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014, PADesa adalah 
berupa hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan 
partisipasi masyarakat dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang 
sah.Dalam era sekarang ini pemerintah desa lebih memfokuskan pada 
pembangunan fisik ataupun infrastruktur seperti jalan, jembatan dan 
irigasi.Sehingga kemungkinan PADesa itu tidak mefokuskan pada 
alokasi bidang Pemberdayaan Masyarakat.Sehingga besarnya PADesa 
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tidak berpengaruh terhadap Aloksi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat.Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Devita 
Andri (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 
terhadap Belanja Daerah.Pada era saat ini PADesa banyak digunakan 
dalam pembangunan dan infrastruktur. 
3.3.2 Pengaruh Dana Desa terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang 
Pemeberdayaan Masyarakat  
Dana Desa memiliki nilai signifikan lebih kecil  dari nilai level of 
signigicant yaitu sebesar 0.002 > 0.05 dan dengan uji t pengujian dua 
sisi (two tails) di hasilkan nilai  Thitung sebesar -3.125 lebih kecil dari 
pada Ttabel  sebesar 1.972267.  Hal ini yang artinya bahwa secara persial 
DD mempunyai pengaruh signifikan negative terhadap Alokasi Belanja 
Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 
Berdasakan Permendegri No. 113 Tahun 2014, Dana Desa 
merupakan sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja 
Negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 
kabuapten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahaan, 
pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana 
Desa yang diberikan pada pemerintah pusat digunakan dalam 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Maka  Dana Desa di 
Kabupaten Wonogiri tahun 2017 sudah digunakan secara tepat dalam 
pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi dalam penelitian ini Dana Desa 
yang tinggi masih banyak digunakan dalam pembangunan dan 
infrastruktur jika dibanding dalam bidang pemberdayaan 
masyarakat.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati, 
Luluk Atika dan Bambang Suryono (2015) menyatakan PAD dan DAU 
secara bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 





3.3.3 Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Alokasi Belanja Desa 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
ADD memiliki nilai signifikan lebih besar dari nilai level of 
signigicant yaitu sebesar 0.605 > 0.05 dan nilai Thitung sebesar 0.518 
lebih kecil dari pada Ttabel  sebesar1.972267.  Hal ini yang artinya bahwa 
secara persial ADD tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi 
Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 
Berdasarkan Permendegri No. 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa 
(ADD) yaitu dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa sumber 
ADD ini ialah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima 
kabupaten/kota untuk desa. Dengan keluarnya Undang-undang No.6  
tahun 2016 tentang Desa pemerintah desa kurang memahami dan 
memaksimalkan Alokasi Dana Desa. Tujuan dari Dana Desa itu sendiri 
adalah  untuk mempercepat pembangunan fisik dan sarana prasarana 
dan penghasilan tetap gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat 
desa. Sehingga alokasi pada belanja desa bidang pemberdayaan 
masyarakat belum banyak dialokasikan di kabupaten wonogiri. Hasil 
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ernayani Rihfenti (2017) 
menyatakan bahwa Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil 
mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan 
Timur. 
3.3.4 Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Alokasi Belanja 
Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Bagi Hasil Pajak Retribusi memiliki nilai signifikan lebih besar dari 
nilai level of signigicant yaitu sebesar 0.526 > 0.05 dan nilai Thitung 
sebesar 0.635 lebih kecil dari pada Ttabel  sebesar1.972267.  Hal ini yang 
artinya bahwa secara persial BHPR tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 
Berdasarkan Permendegri No. 113 Tahun 2014, bagi hasil yang 
merupakan kompenen sumber dari pendapatan desa disini yaitu bagi 
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hasil pajak daerah/ kabupaten/kota dan retribusi daerah seperti bagi 
hasil pajak bumi dan bangunan.Bagi Hasil Pajak dan Retribusi pada 
kabupaten Wonogiri menggunakan sisitem bagi rata sehingga tidak ada 
variasi yang menonjol dari danan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk 
Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dimana kebijakan ini 
tidak sesuai dengan Undang-Undano Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa yang menyatkan pembagian Pajak dan Retribusi setiap desa 
berkisar 60% bagi rata dan 40% proporsional atau sesuai dengan 
kondisi desa penghasil. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 
penelitian Sari Erliana Tiara Intan dan Nur Fadjrih Asyik (2017) 
menyatakan bahwa Dana Bagi Hsil berpengaruh negative dan signifikan 
terhadap Belanja Daerah. 
 
4. PENUTUP  
4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut Hasil pengujian secara simultan menunjukan 
bahwa nilai Fhitung 2.633 lebih besar dari pada Ftabel sebesar 2.418202 dan 
nilai signifikansi = 0.036 < α = 0.05.  sehingga dapat diartikan bahwa 
variabel PADesa, DD, ADD, dan BHPR secara berpengaruh secara 
simultan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat. Akan tetapi pada hasil pengujian secara parsial menyatakan 
bahwa PADesa, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, akan tetapi DD 
berpengaruh negative signifikan terhadap Alokasi Belnja Desa Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat, yang berarti kabupaten Wonogiri telah 
menggunakan DD untuk pemberdayaan masyarakat.  
Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas mempunyai keterbatasan 
yaitu Data yang digunakan menggunakan data anggran pendapatan dan 
belanja desa Bukan dari Realisasi anggaran sehingga data yang terkumpul 
tidak lengkap sampai bulanDesember 2017. Padapenelitian ini hanya 
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menggunakan data 1 tahun anggran pendapatan dan belanjadesa dan 
penelitian ini amenggunakan empatvariabel yang terikat dengan Alokasi 
Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
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